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Penelitian ini dilakukan dengan melihat ditemukan banyak putusan pengadilan yang menolak permohonan
restitus korban tindak pidana perdagangan orang. Tidak ada standar baku mengenai penghitungan penilaian
ganti kerugian untuk restitusi. Penuntut umum juga

tidak memiliki keseragaman cara pandang dalam pengajuan restitusiyang akan dimasukkan dalam surat tunt
utan. Dengan melihat keadaan tersebut, penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam
menentukan permohonan restitusi yang digjukan oleh penuntut umum ditinjau dari pemenuhan hak korban
tindak pidana perdagangan orang dengan

studi putusan pengadilan. Penelitian inimerupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik
pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan ditunjang

dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa penuntutumum memilik
i kewenangan mengajukan permohonan restitusi dengan melampirkan penghitungan restitusi dalamtuntutan
pidananya. Namun dalam praktiknya, putusan perkaratindak pidana perdagangan orang jarangmengabulkan
restitusi. Hal ini dipengaruhi oleh kurang maksimalnya pembuktian yang dilakukan penuntut umum
terhadap kerugian

korban tindak pidana perdagangan orang sehingga tidak menimbulkan keyakinanhakim. Tidak ada pedoman
penghitungan restitusi yang baku. Faktor lainnya yaitu belum jelasnya

prosedurpengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Diperlukan upaya pembentukan
pedomanpel aksana mengenai prosedur pengajuan restitusi oleh masing- masing lembaga penegak hukum,
pembuatan pengaturan penilaian terkait penghitungan restitusi, peningkatan kesadaran aparat

penegak hukum, dan evaluasi terhadap putusan pengadilan yang menangani perkaratindak pidana
perdagangan orang yang disertai

denganpermohonan restitusi. Maka, diharapkan tuntutan restitusi semakin banyak dikabulkan dengan mekan
isme dan pengaturan yang seragam.

...... This research was conducted by observing that there were many court decisions that rejected requests for
restitution for victims of trafficking in persons. Thereis no standard

standard regarding the calculation of theassessment of compensation for restitution. Public prosecutors also
do not have auniform viewpoint in filing forrestitution that will be included in the lawsuit. By looking at
these circumstances, this study discusses the considerations of judges in determining requests for restitution
submitted by public prosecutors in terms offulfilling the rights of victims of the crime of trafficking in
persons with a study of court decisions. Thisresearch isanormative juridical research using data collection
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techniquesin the form of literature studies and supported by interviews. Based on the results of research and
discussion, it is known that public prosecutors have the authority to submit requests

for restitution by attaching restitution calculations to their criminal charges. However, inpractice, decisions o
n cases of trafficking in persons rarely grant restitution. Thisis influenced by the lack of maximum evidence
by the public prosecutor against the loss of victims of the crime of trafficking in persons so that it does not
giveriseto the

judge's conviction. There are no standard guidelines for calculating restitution.Another factor is the unclear
procedure for filing restitution for victims of the crime of trafficking in persons.Efforts are needed to
establish implementing guidelines regarding procedures for filing restitution by each law enforcement
agency, making assessment arrangements related to calculating restitution, increasing awareness of law
enforcement officials, and evaluating court decisions handling cases of criminal acts of trafficking in
persons accompanied by requests for restitution. Thus, it is hoped that more and more demands for
restitution will begranted with a uniform mechanism and arrangement.



